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Menimbang : a.

Mengingat

BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 avat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh perserujuan
bersama.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemenmntah Daerah dengan DPRD pada tanggal

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2018;

1.

2.

.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 | : '

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;
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Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) :

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembarar-a
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanig Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200S tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem I[nformasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
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25.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraruran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah { l.embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 };

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 | Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaran Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 J;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratf Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakulan Rakyat
Daerah |{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6057);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah beberapa kah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang edoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repnblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310C}:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5410} ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903):
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BUPATI BU?I“O‘“N TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 617.006.495.453,00
2. Belanja Daerah Rp. 650.368.639.478,00
Surptus /( Defisit ) (33.362.144.025,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 35.362.144.025,00
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto 33.362.144.025,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan -

Pasal 2
1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 26.623.388.537,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 530.686.898.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 59.696.208.916,00
2. Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.957.474.762,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.057.800.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 23.608.113.775,00
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Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdini dan jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 11.814.570.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.696.369.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 160.175.959.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah Sejumlah Rp. -
b. Dana Bag Hasil Pajak dan Propinsi sejumlah Rp. 5.515.162.916.00
c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 54.181.046.000.00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah

Daerah Lainnva sejumlah Rp.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 283.277.151.383.00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 367.091.488.095,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 188.950.402.483.00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. ©2.496.200.000.00
c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ' Rp. 91.580.548.900.00
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 250.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 40.995.770.645.00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 117.307.622.329.00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 208.788.095.121.00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdin dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 35.362.144.025.00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.0006,00
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2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dan jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp. 35.362.144.025,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a Penyertaan Modal Pemerintah Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannva, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. S

2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria sebagai berikut ;
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnva;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurar.

3 Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyvarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan: dan
b. keperluan mendesak lainnya vang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masvarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran I  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran llI  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan:

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan:

S. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan "ungs1 Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
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p odal (Investasi) Daerabh;
¢ 1 . aftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnva;

11.Lampiran XI  Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XI1 Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7
Bupau Buton Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah in1 mula berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2017

B UTON TENGAH,

SAMAHUDDIN
Diundangkan di Labungkan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARI$ DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

Drs. H. LA ODE SIMIN, MM
Pembina Utama 1adya/ Iv.d
1
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